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Abstract: In thel elra of indulstrial relvolultion and rapid telchnological advancelmelnt,
hulmans havel harnelsseld telchnology as a powelrfull tool to advancel thel world. Thel
digitization of telchnology has transformeld thel way elntrelprelnelulrship opelratels,
elspelcially throulgh digital markelting. Consulmelrs now havel thel ability to selarch for and
acqulirel produlcts according to thelir nelelds throulgh variouls digital platforms sulch as
elmail, welbsitels, social meldia, el-commelrcel, and onlinel advelrtising. Digital markelting is
celntelreld aroulnd consulmelr nelelds, elnabling produlcelrs to fullfill spelcific delmands.
Howelvelr, amidst thel crelativity facilitateld by telchnology, challelngels arisel in thel form of
idela thelft or plagiarism. Thel telrm digital markelting relflelcts thel ultilization of telchnology
in elntrelprelnelulrship, particullarly throulgh Information and Commulnication Telchnology
(ICT). Copyright protelction belcomels crulcial, both for institultions and individulals, to
prelvelnt thelft and thel loss of valulel from crelativel works. Indonelsia’s participation in thel
World Tradel Organization (WTQ), a global tradel organization, influlelncels national lelgal
systelms, elspelcially in thel contelxt of copyright. Changels in copyright laws arel nelcelssary
to adhelrel to thel provisions of thel WTO's Tradel-Rellateld Aspelcts of Intelllelctulal
Propelrty Rights (TRIPs) agrelelmelnt. Copyright protelction involvels not only institultions
bult also individulal crelators, elnsulring thelir works arel selculreld and not compromiseld by
thelft or imitation. A normativel julridical relselarch melthod is elmployeld to addrelss lelgal
qulelstions in this stuldy. Thel relselarch disculssels thel importancel of crelativel idelas in
digital markelting, thel implications of idela thelft, and copyright protelction within thel lelgal
contelxt. Crelativel idelas form thel foulndation of digital markelting, bult plagiarism
threlatelns crelativity and progrelss. Copyright, as an elxclulsivel right for ownelrs to
relgullatel thel ulsel of thelir works, is relgullateld by Indonelsian copyright laws. Changels in
copyright laws providel belttelr protelction for crelators and rellateld rights holdelrs.
Copyright can also selrvel as an objelct of fidulciary collatelral. Howelvelr, ulnrelalizeld
works, abstract idelas, and celrtain fulnctional ellelmelnts arel not protelcteld by copyright.
Thel delvellopmelnt of digital markelting has facilitateld crelativity and progrelss, bult it also
brings thel risk of copyright infringelmelnt. Lelgal protelction for crelativel idelas and works
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is nelcelssary to fostelr innovation withoult harming crelators. Copyright laws selrvel as a
crulcial melchanism to relgullatel thel ulsel of crelativel works in an elvelr-elvolving digital
elnvironmelnt.

Keyword: Lelgal Protelction, Digital-Baseld Markelting, Copyright, Plagiarism.

Abstrak: Dalam era revolusi industri dan perkembangan teknologi yang pesat, manusia telah
menjadikan teknologi sebagai alat yang kuat untuk memajukan dunia. Digitalisasi teknologi
telah merubah cara kewirausahaan beroperasi, terutama melalui digital marketing. Konsumen
kini dapat mencari dan mendapatkan produk sesuai kebutuhan melalui berbagai platform
digital seperti email, situs web, media sosial, e-commerce, dan periklanan online. Pemasaran
digital berfokus pada kebutuhan konsumen, memungkinkan produsen untuk memenuhi
permintaan yang spesifik. Namun, di tengah kreativitas yang dimungkinkan oleh teknologi,
muncul tantangan dalam bentuk pencurian ide atau plagiat. Istilah digital marketing
mencerminkan pemanfaatan teknologi dalam berwirausaha, terutama melalui Information and
Communication Technology (ICT). Perlindungan hak cipta menjadi penting, baik bagi
lembaga maupun individu, untuk mencegah pencurian dan kehilangan nilai dari karya kreatif.
Partisipasi Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia, World Trade Organization (WTO),
memengaruhi sistem hukum nasional, terutama dalam konteks hak cipta. Perubahan dalam
undang-undang hak cipta diperlukan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan perjanjian TRIPs
dari WTO. Perlindungan hak cipta tidak hanya melibatkan lembaga, tetapi juga individu
pencipta agar karya mereka mendapatkan keamanan dan tidak dirugikan oleh tindakan
pencurian atau peniruan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan hukum dalam penelitian ini. Penelitian ini membahas pentingnya ide
kreatif dalam pemasaran digital, implikasi pencurian ide, serta perlindungan hak cipta dalam
konteks hukum. Ide kreatif adalah landasan dalam pemasaran digital, tetapi tindakan plagiat
mengancam Kreativitas dan kemajuan. Hak cipta, sebagai hak eksklusif pemilik untuk
mengatur penggunaan karya, diatur dalam undang-undang hak cipta Indonesia. Perubahan
dalam undang-undang hak cipta menyediakan perlindungan yang lebih baik bagi pencipta dan
pemegang hak terkait. Hak cipta juga bisa dijadikan objek jaminan fidusia. Namun, hasil karya
yang tidak diwujudkan, ide abstrak, dan elemen fungsional tertentu tidak dilindungi oleh hak
cipta. Perkembangan pemasaran digital telah memfasilitasi kreativitas dan kemajuan, tetapi
juga membawa risiko pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum terhadap ide dan karya
kreatif diperlukan untuk mendorong inovasi tanpa merugikan para pencipta. Undang-undang
hak cipta menjadi sarana penting untuk mengatur penggunaan karya kreatif dalam lingkungan
digital yang semakin dinamis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemasaran Berbasis Digital, Hak Cipta, Plagiasi.

PENDAHULUAN

Teknologi mampu menggeserkan peradan manusia, dunia berkembangan dengan pesat
pada era revolusi industri, dengan adanya teknolologi di berbagai bidang tidak henti membawa
misi untuk melaju ke level selanjutnya tanpa adanya batas. Dunia tidak ada lagi batas dalam
memisahkan jarak dan waktu Kini dunia di kuasi dengan adanya teknologi serta membangun
manusia untuk mempermudah peradabannya.

Menurut Panuju (2019) Digitalisai teknologi telah menjadi satu dengan dunia. Salah
satunya dalam perkembangan kewirausahaan. Teknologi memfasilitasi para pejuang-pejuang
usaha ini melalui digtal marketing. Dengan ditemukan dan dikembangkan berbagai lini
pemasaran digital dari email, website, platform media sosial, e-commerce dan periklanan
online, konsumen mulai aktif untuk mencari produk-produk yang diinginkan sesuai dengan
kebutuhannya. Sebelum era pemasaran digital, pemasaran berpusat pada produsen. Artinya
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apapun yang diproduksi produsen akan dibeli oleh konsumen. Namun, pemasaran digital

berpusat pada konsumen. Artinya apapun yang diminta oleh konsumen akan dipenuhi oleh

produsen. Oleh karena itu, istilah digitalpreneurship tercipta atas permintaan yang mendesak
untuk menata ulang konsep bisnis digital.

Pada dasarnya, pelmanfaatan telknologi dalam digital markelting telrultama pada sosial
meldia dapat melmbelrikan inspirasi krelativitas. Pada sisi lain, idel yang krelatif muldah julga
ulntulk diculri. Pellakul delngan selngaja melnirul selbagaian idel ataul kelsellulrulhan hingga
melnculri diselbult delngan kata plagiat. Istilah digital markelting melrulpakan implelmelntasi
dari kelwiraulsahaan yang belrbasis pada Information and Commulnication Telchnology ataul
disingkat selbagai ICT selbagai sarana belrbisnis. Pellakul ulsaha yang belrbasis digital tidak
sellalul belrintelraksi delngan aktivitas julal belli selcara langsulng ataul selcara fisik (Elpon
Nulr’aelni elt al., 2021).

Melnulrult Ulndang-Ulndang No. 7 Tahuln 1997 telntang Agrelelmelnt Elstabilishing
Thel World Tradel Organization (Pelrseltuljulan Pelmbelntulkan Organisasi Pelrdagangan
Dulnia), ataul disingkat WTO, Indonelsia melnjadi bagian dari organisasi pelrdagangan dulnia.
Konvelnsi ini belrdampak sangat belrsar telrhadap belrbagai systelm hulkulm nasional pada
ulmulmnya telrmasulk nelgara Indonelsia dan khulsulsnya pada hulkulm Hak Cipta. Selbagai
konselkulelnsi ikult selrtanya Indonelsia pada konvelnsi WTO yang melmbulat lampiran IC:
pelrseltuljulan TRIPs melnimbullkan kelpelrlulan ulntulk melnyelmpulrnakan dan melngulbah
selkali lagi belbelrapa pelratulran pelrulndang-ulndangan pada bidang Hak Cipta yaitul
Ulndang-ulndang Hak Cipta Tahuln 1987 mellaluli pelrulndang-ulndangan barul belrkelnan
delngan belbelrapa ciri-ciri pokok dan ulnsulr yang dimaksuld dalam konvelnsi TRIPs.
Belntulknya belrulpa:

1. Melmbelrlakulkannya Konvelnsi Belrn 1971 yang bellulm belrlakul bagi Indonelsia.

2. Melncabult keltelntulan-kelteIntulan Hak Cipta yang tidak selsulai dan melnggantinya
delngan yang selsulai delngan keltelntulan-keltelntulan pelrseltuljulan TRIPs.

3. Melneltapkan  pelnambahan-pelnambahan  ciptaan-ciptaan yang diatulr  dalam
pelrseltuljulan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang belrkaitan delngan Hak Cipta.

Tidak hanya bagi Lelmbaga saja, pelrlindulngan Hak Cipta julga dibultulhkan olelh
seltiap individul pelmilik Hak Cipta agar ciptaanya dibelri kelamanan dan telrhindar dari hal
yang melrulgikan yang dilakulkan olelh pihak lain karelna karyanya tellah ditirul, selhingga
pelncipta melrasa lellulasa ulntulk belrkrelasi dan melrasa aman atas ciptaanya tanpa khawatir
karyanya dirulgikan olelh pihak manapuln. Karelna itul belrkelnaan delngan konvelnsional
Belrn 1971, yang haruls melmelnulhi keltelntulan-keltelntulan pasal 1-21 selbagaimana tellah
diteltapkan dalam pasal 9 pelrseltuljulan TRIPs :

1. Pelselrta-pelselrta pelrjanjian wajib melmatulhi keltelntulan-keltelntulan yang dimaksuld
dalam pasal 1 sampai delngan pasal 21 Konvelnsi Belrn (1971) belrikult lampirannya.
Pelselrta-pelselrta pelrjanjian tidak melmpulnyai hak maulpuln kelwajiban belrdasarkna
pelrseltuljulan ini selpanjang melngelnai hak-hak yang dipelrolelh belrdasarkan pasal 6 bisa
dari konvelnsi telrselbult ataul hak-hak yang timbull dari padanya.

2. Pelrlindulngan telrhadap Hak Cipta mellipti belntulk-belntulk pelrwuljuldan dan tidak
mellipulti idel, proseldulr, meltodel kelrja ataul konselp seljelnisnya.

Melnulrult Ulndang-ulndang No. 7 Tahuln 1997 telntang Agrelelmelnt Elstabilishing

Thel World Tradel Organization (Pelrseltuljulan Pelmbelntulkan Organisasi Pelrdagangan

Dulnia), ataul disingkat WTO, Indonelsia melnjadi bagian dari organisasi pelrdagangan dulnia.

Konvelnsi ini belrdampak sangat belrsar telrhadap belrbagai systelm hulkulm nasional pada

ulmulmnya telrmasulk nelgara Indonelsia dan khulsulsnya pada hulkulm Hak Cipta.

Belrdasarkan pelnjellasan diatas hal ini sellaras delngan keltelntulan pada pasal 1

Ulndang-Ulndang No. 28 Tahuln 2014 yang belrbulnyi: “Hak Cipta adalah hak elksklulsif

pelncipta yang timbull selcara otomatis belrdasarkan prinsip delklaratif seltellah sulatul ciptaan
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diwuljuldka dalam belntulk nyata tanpa melngulrangi pelmbatasan selsulai delngan
keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan”.

Olelh selbab itul Hak Cipta adalah sulatul yang haruls dilindulngi karelna, jika tidak
dilindulngi maka akan melrulgikan orang yang tellah belkelrja melngasilkan idel ataul
krelatifitas telrselbult delngan sulsah payah maka dari itul, hak cipta pelrlul melndapatkan
pelrlindulngan hulkulm.

METODE

Meltodel yang digulnakan ulntulk melnjawab pelrmasalahan yang diajulkan dalam
pelnellitian ini adalah meltodel pelnellitian yulridis normatif. Delngan pelndelkatan kulalitatif,
pelndelkatan ini melrulpakan sulatul jelnis pelnellitian ilmiah yang belrfokuls pada norma-
norma dan standar pelrilakul manulsia dalam situlasi telrtelntul yang melmiliki kelmampulan
ulntulk ditelgakkan mellaluli tindakan sanksi olelh lelmbaga-lelmbaga nelgara. Pelnellitian
yulridis normatif, julga dikelnal selbagai pelnellitian hulkulm doktrinal, melmiliki tuljulan
ulntulk melngidelntifikasi dan melnganalisis kelbelradaan hulkulm dalam sulatul yulrisdiksi
khulsuls.

Dalam pelnellitian yulridis normatif, data dikulmpullkan mellaluli stuldi pelrpulstakaan
ataul pelnellitian telrhadap bahan pulstaka, selrta stuldi dokulmeln telrhadap litelratulr telrkait
pelnellitian ini. Sulmbelr bahan hulkulm yang digulnakan dalam pelnellitian yulridis normatif
adalah data selkulndelr, yang mellipulti bahan hulkulm primelr hingga bahan hulkulm telrsielr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ide merupakan konsep yang inovatif dan berbeda dari yang telah ada sebelumnya, entah
itu merupakan penemuan baru atau perbaikan atas penemuan sebelumnya, atau pengembangan
lebih lanjut dari konsep yang telah ada sebelumnya (Setiawan, 2023). Ide berbentuk konsep
yang masih abstrak dan hanya ada dalam bentuk pemikiran, rencana, dan harapan. Diperlukan
daya kreativitas untuk mengubah konsep tersebut menjadi kenyataan (Gierej, 2017), kreativitas
yang tinggi memiliki potensi untuk menciptakan nilai yang unik dalam sektor produk maupun
jasa. Nilai ini berfungsi sebagai elemen yang melindungi produk dari pesaing sejenisnya
(Santoso, 2022).

Terkadang, pemilik ide dapat segera mengaplikasikannya, namun terkadang ide
memerlukan kontribusi orang lain agar dapat diwujudkan. Itulah sebabnya mengapa ide kreatif
merujuk pada konsepsi yang dimiliki oleh individu untuk menciptakan sesuatu yang inovatif
dan tidak sama dengan yang sudah ada.

Pada era pemasaran digital membutuhkan kreatifitas yang tinggi. Banyak ide kreatif yang
muncul dan berkembang. Demikian juga dengan pemasaran. Pada konsep pemasaran, faktor
utama yang dipikirkan adalah membuat sesuatu yang menarik perhatian konsumen melalui
media promosi. Para pencipta kreatifitas pada pemasaran digital membutuhkan ide cemerlang
untuk bisa bersaing pada era digital.

Di era digital, salah satu akibat dari pengungkapan produk atau kreasi adalah imitasi,
plagiarisme, dan tindakan serupa di berbagai platform media online. Fenomena ini
menunjukkan bahwa karya tersebut memiliki kualitas yang menonjol, cukup baik untuk diikuti,
diakui, bahkan dicontoh oleh pihak lain. Perkembangan teknologi berperan besar dalam
meningkatnya perilaku seperti ini. Dengan fitur-fitur seperti tangkapan layar, kemampuan
mengunduh, dan beragam metode lainnya, memungkinkan untuk meniru, mengambil ide,
hingga mencuri karya seseorang. Dampak dari tindakan semacam pencurian ide ini sangat
merugikan bagi para pelaku usaha baru dan pelaku usaha skala menengah yang tengah bersaing
di ranah pemasaran digital. Dampak dari tindakan pencurian ide ini memiliki dua sisi: jika hasil
tiruan memiliki kualitas yang di bawah standar karya asli, maka citra produk tersebut dapat
tercoreng. Di sisi lain, jika pesaing memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada produk asli,
maka produk tersebut bisa berkembang dan mengalami perkembangan yang lebih baik.
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Selain pihak pelaku usaha yang dirugikan dari pencuri ide ini, konsumen pun dirugikan
karena membeli produk secara spekulasi. Bila produk yang dibeli secara online ini tidak sesuai
ekspektasi maka konsumen yang dirugikan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 menyatakan bahwa salah satu hak konsumen adalah
hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan atau jasa (Republik
Indonesia, 1999).

Dalam ayat 8 ayat 1 (f) ditegaskan dan menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang
memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan janji
dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa
tersebut. Sanksi pada pelanggaran tersebut juga sudah dikaitkan dalam Undang-undang
Perlindungan Perlindungan Konsumen pada pasal 62 ayat 1, sanksi yang diberikan kepada
para pelanggar tersebut adalah hukuman penjara 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2
milyar rupiah.

Hak cipta adalah Hak Ekslusif atau hanya yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang
Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya tersebut pada suatu informasi tertentum
(Press, 2020). Imam Trijono berpendapat bahwa Hak Cipta mempunyai arti tidak saja si
pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan
ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun kepada pihak
yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini (Munawar &
Effendy, 2016).

Sistem Hak Cipta di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan
mengalami revisi melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Peraturan ini memiliki variasi
dalam hal pilihan. Jika kita bandingkan dengan peraturan sebelumnya, Undang-Undang No. 19
Tahun 2002, yang terdiri dari 76 pasal, maka revisi yang baru memiliki 126 pasal. Dalam
peraturan sebelumnya, pencipta dilindungi sepanjang hidupnya dan selama 50 tahun setelah
kematian pencipta. Namun, dalam peraturan yang baru, perlindungan bagi pencipta
diperpanjang menjadi 75 tahun, mengacu pada praktik di beberapa negara maju. Selain itu,
dalam peraturan baru, hak cipta dianggap sebagai aset tak berwujud dan dapat dijadikan
jaminan dalam ranah perbankan dan fidusia, yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3 dan 4), dan
diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan. Ini mengindikasikan bahwa Hak Cipta
memiliki nilai ekonomi dan diakui sebagai komponen dalam neraca keuangan.

Peraturan terbaru ini juga menjamin bahwa hak cipta, yang dianggap sebagai aset tak
berwujud, dapat menjadi subjek yang diterima sebagai jaminan di lembaga perbankan serta
dalam konsep fidusia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 (3) & (4), dan diatur lebih lanjut
sesuai hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hak cipta memiliki nilai ekonomi
yang diakui dan dapat dimasukkan dalam laporan keuangan kita sebagai aktivitas. Pencipta
atau pemilik hak terkait juga akan mendapatkan royalti sebagai imbalan atas karya atau produk
yang terkait dengan hak tersebut, terutama jika karya atau produk ini dihasilkan dalam konteks
kerja dan digunakan untuk tujuan komersial.

Selain itu peraturan terbaru ini mengatur mengenai cara menyelesaikan sengketa,
termasuk melalui metode mediasi, arbitrase, atau proses hukum di pengadilan, dan juga
mencakup penggunaan delik aduan sebagai landasan bagi tuntutan pidana. Pada bagian
penyelesaian sengketa dalam undang-undang, terdapat ketegasan dan kejelasan yang lebih,
yang juga disertai dengan sejumlah sanksi denda yang dijelaskan secara rinci.
Undang-undang Hak Cipta yang baru mengatur tentang:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu yang lebih Panjang;

2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan atau pemilik hak
terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);

3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan,
serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
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4. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau
pelanggaran hak cipta dan atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
Hak cipta sebagai benda bergerak tak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;

6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila
ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan
kemanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen
Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalty;

8. Pencipta dan atau oemilik hak terkait mendapatkan imbalan royalty untuk ciptaan atau
produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial,

9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi
pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada
Menteri;

10. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multi media untuk merespon
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun hasil karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta termasuk dalam pasal 41

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.

2. Setiap ide prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, atau data walaupun telah diungkapkan,
dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan

3. Alat benda, atau produk yang dicptakannya hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau
yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

o

KESIMPULAN

Dari uraian atas adalah bahwa ide merupakan konsep yang inovatif dan berbeda dari yang
telah ada sebelumnya, baik dalam bentuk penemuan baru, perbaikan, atau pengembangan lebih
lanjut. Ide ini berbentuk abstrak dan hadir dalam bentuk pemikiran, rencana, dan harapan.
Transformasi ide menjadi kenyataan memerlukan daya kreativitas yang tinggi, yang memiliki
potensi untuk menciptakan nilai unik dalam produk dan jasa serta berfungsi sebagai pelindung
dari persaingan

Terkadang, pemilik ide mampu menerapkannya secara langsung, tetapi kadang-kadang
memerlukan kontribusi dari individu lain untuk mewujudkannya. Itulah sebabnya ide kreatif
mengacu pada konsepsi yang dimiliki oleh individu untuk menciptakan sesuatu yang inovatif
dan tidak sama dengan yang sudah ada.

Era pemasaran digital menuntut tingkat kreativitas yang tinggi, baik dalam konteks ide-
ide yang muncul dan berkembang maupun dalam strategi pemasaran itu sendiri. Namun,
fenomena seperti imitasi, plagiarisme, dan pencurian ide di platform media online
menunjukkan kualitas yang menonjol dari ide-ide tersebut, yang layak diikuti, diakui, bahkan
dicontoh oleh pihak lain. Namun, maraknya tindakan pencurian ide ini memiliki dampak
merugikan, terutama pada pelaku usaha skala menengah yang bersaing di pemasaran digital.
Pencurian ide memiliki implikasi ganda: jika tiruan memiliki kualitas di bawah produk asli,
citra produk tersebut bisa terganggu. Namun, jika pesaing memiliki kualitas yang jauh lebih
baik, produk asli bisa berkembang dan lebih maju.

Pada sisi lain, selain merugikan pelaku usaha, konsumen juga terdampak karena membeli
produk berdasarkan spekulasi, yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan. Untuk melindungi
konsumen, regulasi dan hukum telah diatur, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen. Di tengah konteks ini, hak cipta juga memainkan peran penting
dalam melindungi ide dan karya. Undang-undang Hak Cipta di Indonesia mengalami
perubahan yang mengatur perlindungan yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih panjang.
Regulasi ini mendukung hak eksklusif pemilik hak cipta untuk mengatur penggunaan karyanya
dalam informasi tertentu. Dengan demikian, regulasi dan perlindungan hukum adalah langkah
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penting untuk memproteksi ide-ide kreatif dari tindakan pencurian dan untuk mendorong
perkembangan inovasi yang berkelanjutan.
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